GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

bahwa bahan bakar minyak merupakan komoditas vital yang
menguasai hajat hidup orang banyak dan kegiatan perekonomian,
sehingga perlu ditetapkan kebijakan Pemerintah Aceh terkait
insentif fiskal atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam
rangka meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial serta
menjaga keterjangkauan masyarakat atas bahan bakar minyak;

bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Qanun
Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh,
insentif fiskal berupa pengurangan atas pokok Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor dapat diberikan secara jabatan oleh
Gubernur berdasarkan pertimbangan untuk mendukung
kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional,

bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan Pasal 78 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4
Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, menyatakan
ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau  dalam’' rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
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. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20
Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual
Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1050);

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan
Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 142);

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pajak Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor
11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN ATAS POKOK
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

L.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat
hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-
undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh
yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.

Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.

Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan
SKPA adalah organisasi perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.

SKPA Pemungut Pajak adalah SKPA yang melaksanakan
pemungutan Pajak.

Pajak Aceh yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan
bermotor dan alat berat.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang
digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau
kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan
teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya cnergi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan.
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Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan
konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat
apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan
motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen
serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas
pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai
Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disingkat JBU
adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak
bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari
minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati
(biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu
(spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

BAB 1II
PENGURANGAN ATAS POKOK PBBKB
Pasal 2

Pengurangan atas pokok PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang
melakukan pembayaran PBBKB.

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BBKB JBU
sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen).

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan pengurangan atas pokok PBBKB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mulai berlaku sejak 1 April 2024
sampai dengan 31 Maret 2025.

Pelaksanaan pengurangan atas pokok PBBKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tata cara pemungutan PBBKB

sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Aceh.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini dilaksanakan 5 (lima) hari kerja setelah

dilakukan sosialisasi oleh SKPA dan penyesuaian sistem informasi oleh
Wajib Pajak.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Penerapan tarif per sektor berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat
(1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Aceh masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling

lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangan
Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh_
pada tanggal, & Junt 2024
18 DBulmgyah - 1445

UBERNUR ACEH,(

BUSTAMI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Jun 2024
18 D?ULlﬂlJSd"\ . 1445

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 19



